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ABSTRAK

HARTATIY MASAGUNI NIM: H.11.16.232 “ANALISIS HUKUM
PERTANGGUNG JAWABAN KELALAIAN PELAKU USAHA JASA
PERHOTELAN TERHADAP KONSUMEN”  Dibimbing Oleh Hijrah
Lahaling Dan Saharuddin

Tujuan penelitian ini untuk(1). Mengetahui Pertanggung Jawaban Akibat
Kelalaian Pelaku Usaha Jasa PerhotelanTerhadap Konsumen (2). mengetahui
Faktor yang menyebabkan adanya Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Perhotelan
Terhadap Konsumen

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
Empiris, jenis penelitian yang turun langsung kelokasi penelitian untuk melihat
dan mengamati fakta-fakta kejadian peristiwa Hukum yang terjadi ditengah-
tengah masyarakat,.

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa: (1).Pertanggung Jawaban Akibat
Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Perhotelan Terhadap Konsumen Adalah Yang
Pertama Berupa Ganti rugi mengenai ganti rugi akibat dari kesalahan yang
dilakukan oleh pengusaha perhoteln merupan sesuatu yang wajib yang harus
dilakukan, Hak ganti rugi yaitu hak yang dapat diberikan kepada konsumen akibat
adanya kesalahan atau kelalain yang dilakukan produsen (2). Faktor Yang
Menyebabkan Adanya Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Perhotelan Terhadap
Konsumen adalah Pemahaman konsumen yang kadang kurang memahami sistem
pelayanan dan Sarana dan prasarana yang dianggap (tidak sesuai) padahal pihak
Hotel menyediakan sesuai apa yang ditawarkan serta sistem SDM ( pelayanan
yang dianggap tidak sesuai)

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1).Tanggung
Jawaban Akibat Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Perhotelan Terhadap Konsumen
seharusnya diatur dalam bentuk SOP yang digunakan didalam hotel serta dalam
hal perlindungan konsumen pihak Hotel harus menyediakan sistem yang
mengedepankan keinginan konsumen (.2). mengenai hal yang dapat merugikan
konsumen seharusnya pihak penyedia Hotel serta pemerintah Daerah memilki
regulasi atau aturan Hukum yang mengatur pelayanan publik yang ada

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Kelalaian, Usaha, Perhotelan, Konsumen



ABSTRACT

HARTATIY MASAGUNT NIM: H.IL16232 "LEGAL ANALYSIS OF
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki pertumbuhan dari segi
perekonomian yang begitu pesat, sehingga dalam rangka memajukan
sumber pendapatan negara melalui perekonomian, pemerintah indonesia
menggenjot para wisatawan untuk datang dan berkunjung ke indonesia,
wisatawan yang dimaksud adalah para tamu manca Negara yang datang dan
menggunakan fasilitas yang ada di Indonesia, baik fasilitas hiburan, fasilitas
wisata serta fasilitas penginapan yang biasa dikenal dengan istilah Hotel,
sebagai bangsa yang besar indonesia merupakan negara yang selalu menjadi
primadona bagi semua orang baik masyarakat lokal maupun wisatawan

asing yang silih berganti mengunjungi Indonesia.

Dengan majunya perkembangan zaman baik dari segi teknologi
maupun dari segi seni dan budaya menjadikan bangsa indonesia sebagai
rumah bagi orang-orang yang gemar menikmati. Dalam rangka percepatan
pembagunan dari segi Bisnis telah menggenjot bagi pengusaha untuk
memberikan sistem pelayanan yang memadai bagi semua kalangan. Namun
dalam hal ini masih beberapa jaminan kepastian Hukum mengenai
konsumen yang menikmati fasilitas jasa perhotelan masih tidak sesuai

dengan harapan dan kenyataan yang dijanjikan para pengusaha perhotelan.

Sebagai gagasan dan ide peneliti untuk mewujudkan jaminan

kepastian Hukum mengenai hak-hak konsumen untuk mendapatkan sistem



pelayanan yang memadai mengenai hak-hak untuk mendapatkan service
yang sesuai dengan apa yang diiklankan oleh pengusaha jasa perhotelan,
setiap usaha yang dilaksanakan dengan adanya sebuah kesepakatan dalam
bentuk perjanjian secara lisan maupun secara tertulis dalam persetujuan

penggunaan Hotel yang ditawarkan.

Sebagimana bunyi dalam asas perjanjian yaitu asas kebebasan

berkontrak pada pasal 1338 yang berbunyi:!

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-

Undang bagi mereka yang membuatnya”

Maksud dari Asas ini bahwa apa yang telah diperjanjikan baik secara
lisan maupun secara tertulis semuanya harus dipenuhi dan ditepati, dalam
rangka percepatan pembangunan pelayanan jasa perhotelan mengenai
perlindugan konsumen yang merasa tidak mendapatkan pelayan yang tidak
sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh pelaku usaha merupakan sebuah
peristiwa Hukum yang perlu dikaji guna memastikan hak-hak konsumen

sesuai harapan dan kenyataanya.

Jasa perhotelan merupakan salah satu penentu dalam menambah
pendapatan asli Daerah suatu Daerah khususnya Daerah Kota Gorontalo,
apabila kita melihat data selama kurun waktu dua (2) tahun terakhir
pengguna jasa perhotelan diKota Gorontalo khususnya Kota Gorontalo

dalam Wilayah Provinsi Gorontalo yaitu Rata Rata Pengunjung Hotel Kota

! Pasal 1338 KUHPerdata



Gorontalo 2018 59,77 % sedangkan pada tahun 2019 sejumlah 31 %
2Apabila kita melihat data pengunjung Hotel dalam kurun waktu dua tahun
terakhir diKota Gorontalo menujukkan bahwa adanya penurunan dari tahun
2018 jumlah rata- rata pengunjung 59,77 % dari Provinsi Gorontalo dan
pada tahun 2019 memperlihatkan bahwa adan hal yang mebuat pengunjung
Hotel menurun yaitu hanya 31 % rata-rata pengunjung dari beberapa

Kabupaten Kota yang ada di Kota Gorontalo.

Berdasarkan hasil Pra Penelitian peneliti mengenai penurunan angka
pengguna Hotel diKota Gorontalo yaitu diduga adanya beberapa hal yang
diakibatkan pelayanan jasa Hotel seperti jaminan hak-hak pengunjung masih
tidak terpenuhi sesuai dengan apa yang diperjanjikan pengunjung dan
penyedia layanan, tentunya hal ini dapat melanggar suatu aturan mengenai

perlindugan konsumen.

Jika kita merujuk mengenai pengertian Hotel dalam Pasal 14 Undang-
Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menegaskan

bahwa: Pasal 14 yang berbunyi ;

“Salah satu bagian dari usaha Pariwisata yang memberikan layanan

berupa penyediaan Akomodasi beserta pelayanan makanan dan

993

minuman kepada Wisatawan”’ Pengertian diatas merujuk pada Hotel

merupakan penyedia layanan yang bekerja secara Profesional guna

2 Sumber data:BPS Kota gorontalo diakses pada tanggal 8 oktober 2019 pukul 22 00 wit

3 Pasal 14 Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan



1

memberikan hal yang diinginkan oleh Konsumen atau Wisatawan
pelayanan dalam artian bahwa setiap orang yang menggunakan jasa
pelayanan Hotel harus mendapatkan dengan apa yang sesuai dengan

yang di perjanjikan oleh Hotel.

Seperti salah satu contoh kasus yang peneliti ingin teliti bahwa salah
satu Hotel yang berada diJalan Padang, Kelurahan Tapa Kecamatan
Sipatana atas nama Hotel TM (inisial) paling sering mendapatkan komplain
dari pengguna jasanya dalam memberikan pelayanan selama kurun 2 (dua)
tahun terkahir ada sekitar 8 (delapan) pengaduan atau alasan komplain
namun alasan komplain bermacam-macam sehingga ada beberapa hak
konsumen yang dirasa tercederai yang tidak sesuai dengan jiwa pelayanan

yang baik. Adapun komplain yang ditemukan adalah :

1. Air yang tidak memadai kotor atau tidak lancar

2. Ac yang tidak dingin

3. Tidak adanya informasi yang akurat mengenai daya tarif wisata

4. Adanya pelayan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan

5. Perlindugan Hak Pribadi atau Barang Pribadi

Kelima contoh kasus diatas adalah hal yang paling sering dikomplain
oleh pelanggan dan dapat mengganggu ketertiban pelayanan Hotel di kota
Gorontalo, maka dari kasus diantas peneliti merasa penting untuk

melakukan penelitian untuk mengetahui hak-hak Konsumen dan hak pelaku



jasa Hotel guna mejamin semua kepastian Hukum mengenai apa yang
diperjanjikan dalam layanan Hotel, sebagaimana bentuk Pertanggung
Jawaban Pelaku jasa Hotel harus memberikan diSpensasi kepada Konsumen

apa bila ada layanan yang tidak sesuai.

Merejuk pada teori yang diungkapkan oleh Bambang Sujatno

mengenai munculnya sebuah keluhan atas pelayanan tamu yaitu:
1. Hal-hal Yang Bersifat Teknis

Yaitu adanya sesuatu yang tidak sesuai atau terjadi kerusakan

seperti Air, Televisi, WIFI, Kunci kamar, Penerangan dan Ac.
2. Pelayanan

Apabila kita mendegar kata pelayanan berarti adanya sebuah
service yang diberikan harus cepat tepat dan sesuai dengan apa
yang diperjanjikan, namun kadang biasanya pelayan ini kurang
maksimal seperti tamu harus menuggu lama, kamar yang kurang

bersih, dan lainnya.
3. Sikap Pegawai

Yaitu sikap yang ditunjukkan pegawai yang menujukkan kurang
sopan atau kurang ramah, serta membeda-bedakan tamu yang satu

dan tamu yang lainnya.



4. Adanya Hal Yang Tidak Biasanya

Seperti adanya kesulitan dalam mengakses kenderaan serta

keamanan Hotel yang tidak memadai *

Sehingga dalam penelitian ini hal yang ingin dicapai mengenai
keluhan yang disampaikan oleh Konsumen dapat memberikan gambaran
kepada semua pelaku usaha dan pengguna jasa Hotel agar lebih hati-hati dan
memberikan jaminan kepastian Perjanjan yang dibuatnya karena apabila
adanya kekurangan yang dihadapi Pelaku Usaha jasa Hotel serta adanya hak
yang tercederai, semua Instrumen pengguna jasa maupun pelaku usaha
harus bertanggung Jawab namun hal ini harus diselesaikan secara positif
oleh pelaku usaha, sebagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha dalam
pemberian layanannya kepada Konsumen yang sesuai dengan amanat

Undang-Undang perlindugan Konsumen
1. 2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pertanggung Jawaban Akibat Kelalaian Pelaku
Usaha Jasa Perhotelan Terhadap Konsumen ?
2. Faktor Apakah Yang Menyebabkan Adanya Kelalaian Pelaku Usaha

Jasa Perhotelan Terhadap Konsumen ?
1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pertanggung Jawaban Akibat Kelalaian Pelaku

Usaha Jasa Perhotelan Terhadap Konsumen

4 Bambang Sujatno, 2006, Hotel Courtesy, Yogyakarta, Andi Yogyakarta, Halaman 118-119



2. Untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan adanya Kelalaian

Pelaku Usaha Jasa Perhotelan Terhadap Konsumen

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan berbagai disiplin ilmu pengetahuan

khusnya ilmu hukum Perdata dianggap memiliki nilai yang bermanfaat

apabila

1.

Manfaat secara Akademik

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan meningkatkan ilmu
pengetahuan mengenai Pertanggung Jawaban Kelalaian Pelaku
Usaha Jasa Perhotelan Terhadap Konsumen serta sebagai sarana
dalam pengembangan keilmuan Penulis dalam Bidang Hukum
Perdata dan mengasah Ilmu Pengetahuan Penulis pada Dunia
Hukum

Manfaat secara Praktis

Manfaat secara Praktis yang dimaksud adalah Penelitian ini
kedepanya dapat menjadi bahan masukan bagi semua kalangan
penegak Hukum yang ada, terutama pada pihak pelaku usaha
Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapakan menjadi bahan literatur dalam
penelitian selanjutnya dan menjadi bahan pengetahuan pelajaran

dalam Hukum Perdata



BABII
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban

2.1.1. Pengertian Tanggung Jawaban Hukum

Pertanggung Jawaban atau Tanggung Jawab secara Hukum
merupakan salah satu bentuk memberikan kepastian Hukum terhadap apa
yang telah diperjanjikan, Pertanggung Jawaban biasa digunakan dalam
bentuk perjanjian dalam segi Hukum Perdata, sedangkan pengertian
Pertanggung Jawaban apabila kita merujuk pada Kamus besar Bahasa
Indonesia memberikan pengertian bahwa Tanggung Jawab merupakan
Tanggung Jawab menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa boleh
dituntut dipersalahkan, dan diperkarakan sedangkan dalam Kamus Hukum
seperti dikutip dari Tulisan Andi Hamzah Pertanggung Jawaban yaitu
adanya perbuatan dalam bentuk Tanggung Jawab secara Etika maupun
Moral yang melakukan kebebasan dalam bentuk Berkontrak atau Perjanjian
sebagaimana Pertanggung Jawaban dalam bentuk resiko dan konsekuensi.’

Pertanggung Jawaban apabila kita mendefenisikan dari segi Ilmu
Hukum beberapa Ahli Hukum memberikan pandangannya mengenai
pertanggung jawaban seperti :

Titik Triwulan memberikan pengertian atau Defenisi mengenai

Pertanggung Jawaban sebagaimana yang di jelaskan bahwa :

> Andi Hamzah, 2005 Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, him 70

8



“bahwa Pertanggung Jawaban harus memiliki Dasar yaitu adanya hal
yang membuat seseorang untuk Bertanggung Jawab atau biasa disebut
dengan Dasar kebijakan Tanggung Jawab itu, sebagai mana lahirnya
Tanggung Jawab itu berlaku”®

Sedangkan apabila kita merujuk mengenai pertanggung jawaban yang
diungkapkan oleh Titik triwulan ditinjau dalam Hukum Perdata bahwa
Pertanggung Jawaban sebenarnya dikenal dengan dua macam dalam Hukum
Perdata yaitu yang pertama adalah “resiko” dan yang kedua adalah
“kesalahan’’

Apabila kita mencermati pendapat dari titik triwulan bahwa awal dari
pertanggung jawaban adalah adanya sebuah kesalahan yang akan
melahirkan sebuah resiko sebagaimana apa yang diperjanjikan sehingga
adanya resiko yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak sebagai bentuk
tanggung jawab, sedangkan adanya sebuah tanggung jawab tanpa adanya
sebuah kesalahan biasanya disebut dengan resiko yang mana resiko
pertanggung jawaban akan muncul apabila sebuah adanya kesalahan yang
muncul yang diakibatkan oleh orang lain atau sebuah sistem yang diberikan
pertanggung jawabanya kepada orang lain.

Abdul Kadir Muhammad juga memberikan pendapat atau sebuah teori

mengenai Pertanggung Jawaban muncul pada sebuah peristiwa Hukum atau

yang melanggar hukum (7ort Lialibility)teori yang dimaksud adalah :

® Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010 Perlindungan Hukum bagi Pasien,Prestasi Pustaka,
Jakarta, , hlm 48
7 Ibid 49
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1. Adanya bentuk Pertanggung Jawaban yang melanggar Hukum
akibat dari kesengajaan. (International Tort Liability) bahwa adanya
perbuatan yang dianggap merugikan pihak penggugat sehingga
tergugat dianggap tidak memenuhi apa yang diperjanjikan serta
mengakibatkan kerugian.

2. Adanya bentuk Pertanggung Jawaban yang melanggar Hukum
akibat dari kalaian (Negligence Tort Lilability) bentuk Pertanggung
Jawaban ini didasarkan pada konsep sebuah kesalahan yang
dilakukan oeh seseorang tanpa sengaja yang memilki hubungan
antara Moral dan Hukum yang menyatu.

3. Adanya Tanggung Jawab yang mutlak dan harus diPertanggung
Jawabkan tanpa melihat sebuah kesalahan ( stirck liability)
perbuatan ini didasarkan pada perilaku yang disengaja maupun
tidak disengaja dia harus bertanggung jawab atas kerugian yang
timbul.®

2.1.2. Bentuk-Bentuk Pertanggung Jawaban Hukum
Setiap Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya diperlukan bentuk
Pertanggung Jawaban dimata Hukum namun secara teori ada beberapa teori
Pertanggung Jawaban Hukum yang harus dipertanggung jawabkan oleh
pelaku usaha apabila adaa kesalahan dalam pemberian layanan maupun

pemberian Kesepakatan pelaku usaha, sebagaimana yang diungkapkan oleh

8 Abdulkadir Muhammad, 2010Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, , Him. 503
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Syukni Tumi Penata dalam tulisanya pada sebuah artikel mengungkapkan

bahwa:

1.

Contractual Liability (Pertanggung Jawaban Kontraktual)

Yaitu adanya bentuk Tanggung Jawab yang diberikan oleh pelaku
Usaha kepada Konsumen yang diakibatkan adanya kerugian yang
dialami Konsumen baik itu bersifat Jasa maupun barang namun
pada Dasarnya Contractual Liability adalah Kontark yang secara
langsung dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen

Product Liability

Yaitu adanya bentuk Pertanggung Jawaban yang dilakukan secara
Perdata secara langsung oleh pelaku usaha yang diakibatkan
adanya kerugian akibat produk yang dihasilkan Produsen, bentuk
Pertanggung Jawaban ini tidak diperlukan kontarak atau Perjanjian
namun melainkan pelaku usaha dapat bertanggung Jawab akibat
produk yang dihasilkan dapat merugikan Konsumen.

Criminal Liability

yaitu Pertanggung Jawaban Pidana pelaku usaha kepada Negara
yang diakibatkan oleh adanya kerusakan baik kerusakan

lingkungan, pencemaran udara dsb.’

2.2. Tinjauan Umum Pelaku Usaha

2.2.1. Pengertian Pelaku Usaha

Https://Mediakonsumen.Com/2018/04/17/Wawasan/Apa-Saja-Bentuk-Bentuk-

Pertanggungjawaban-Pelaku-Usaha-Terhadap-Konsumen-Ini-Jawabannya Diakses Pada Tanggal

31 Oktober 2019 Jam 10,35 Wit
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Apabila kita ingin merujuk dan mengetahui mengenai pengertian
Pelaku Usaha sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindugan Konsumen:

Pasal 1 ayat 3 '°

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau Badan Usaha,

baik yang berbentuk badan Hukum maupun bukan badan Hukum yang

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam Wilayah

Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-

sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam

berbagai bidang Ekonomi”’

Pengertian Pelaku Usaha diatas sangat jelas memberikan defenisi
mengenai apa itu Pelaku Usaha, Pelaku Usaha adalah Seorang atau
sekolompok orang yang membentuk Badan Usaha maupun Organisasi yang
berdomisili di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Pelaku
Usaha, pelaku usaha yang dimaksud adalah pelaku usaha seperti:

1. Perusahaan

2. Korporasi
3. BUMN
4. Importir

5. Distributor
6. Pedagang

7. Dan lain sebagainya'!

10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindugan Konsumen Pasal 1 Ayat 3
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Pengertian Pelaku Usaha dalam pengertianya tidak dilihat dari satu
sisi bahwa pelaku usaha hanya produsen. Namun apabila kita merujuk pada
Undang-Undang Pasal 1 Ayat 3 Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindugan Konsumen pengertian pelaku usaha bukan hanya Pengusaha
tetapi melainkan para distributor, importir, dan periklanan namun Pelaku
Usaha ini hanya memberikan perbedaan dari segi perlakuanya saja
terhadapat apa yang dijadikan usaha sebagimana dalam pengertian
Konsumen yang diungkapkan oleh Celina Tri Siswi Kristiyanti sebagai
berikut:

1. Pelaku usaha adalah pihak yang menghasilkan produk yang mana
Pelaku Usaha ini bertanggung jawab atas semua resiko yang timbul
diakibatkan oleh produknya mulai dari kemasan, distribusinya
sampai pada kerugian yang ditimbulkan akibat pemakain produk
yang diedarkan

2. Adanya Produksi bahan mentah atau suatu komponen

3. Adanya bentuk identitas barang yang harus ditunjukkan pada
produk yang dihasilkan sebagai bentuk identitas produsen'?

2.2.2. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

Munculnya sebuah kegiatan merupakan sebuah perilaku yang akan

menghasilkan barang atau jasa yang harus dipertanggung jawabkan namun

dalam hal ini setiap pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab penuh

! Sri Redjeki Hartono, 2007, Hukum Ekonomi Indonesia Cet 11, Bayumedia Pubishing, Malang,
HIm.140
12 Celina Tri Siswi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta,

Him.4
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terhadap hasil produksinya sebagaimana dalam munculnya sebuah Hak dan
Kewajiban yang harus dimiliki setiap pelaku usaha
Pada dasarnya lahirnya sebuah perjanjian akan memberikan sebuah
Implikasi Hukum sebagaimana Implikasi yang dimaksud adalah lahirnya
sebuah kepastian hukum yang akan dipertanggung jawabkan kedepanya,
kepastian Hukum yang dimaksud disini adalah sebuah hak dan kewajiban
yang harus dipenuhi pelaku usaha hal ini sebenarnya diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindugan Konsumen pasal 6 dan
7 tentang hak dan kewajiban Pelaku Usaha:
Pasal 6 1*
1) Hak Pelaku Usaha
a) Menerima  Pembayaran yang sesuai  dengan
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang
dan/atau jasa yang diperdagangkan
b) Mendapat perlindungan Hukum dari tindakan
Konsumen yang beritikad tidak baik
c¢) Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam
penyelesaian Hukum sengketa Konsumen
d) Rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara Hukum
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

13Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindugan Konsumen Pasal 6
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Hak-hak vyang diatur dalam ketentuan peraturan

perUndang-Undangan lainnya.

2) Kewajiban Pelaku Usaha

a)
b)

d)

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
serta memberi penjelasan penggunanaan, perbaikan dan
pemeliharaan.

Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar
dan jujur serta tidak diskriminatif

Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi
dan/atau  diperdagangkan berdasarkan ketentuan
standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
Memberi kesempatan kepada Konsumen untuk
menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa
tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas
barang yang dibuat dan/atau yang dperdagangkan.
Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian
atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan
pemantfaatan barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan.
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g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian
apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau
dimanfaatkan tidak seseuai dengan perjanjian.

2.2.3. Pelaku Usaha Perhotelan
Pengertian Hotel
Hotel merupakan salah satu pilihan utama bagi pengunjung maupun
wisatawan yang menempati suatu tempat tertentu sebagai persinggahan,
Hotel sebenarnya didefenisikan sebagai tempat tinggal kedua setelah rumah,
Hotel dijadikan sebagai pengganti rumah apabila seorang melakukan
perjalanan atau kunjugan Kerja dan Wisatawan, ada beberapa pendapat yang
meberikan defenisi mengenai Hotel:
Pengertian Hotel Menurut Paspostel No KM 94/HK103/MPPT 4
“Keputusan Menteri Paspostel, Hotel merupakan sebuah Akomodasi
yang memanfaatkan sebagian ataupun seluruh bagiannya sebagai
layanan jasa penginapan, layanan penyedia makanan dan minuman,
serta berbagai macam jasa lainnya untuk masyarakat umum yang
dikelola dengan cara komersial (bertujuan mencari keuntungan)”
Endar Sri '3
Memberikan Defenisi bahwa Hotel adalah
“Bangunan yang sengaja didirikan untuk diperuntukan secara

komersil serta menyediakan fasilitas menginap untuk masyarakat,

https://pengertiandefinisi.com/pengertian-hotel-dan-karakteristiknya/ diakses pada hari senin

tanggal 28 oktober 2019 pukul 21.00 wit

15 Ibid
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pengunjung Wisatawan dengan adanya rincian secara umum

mengenai penggunaan jasa serta barang fasilitas didalam Hotel

Wikipedia 16

Pengertian Hotel juga didefinisikan melalui Wikipedia sebagaimana

yang dikutip bahwa Hotel adalah:

Animous (wikipedia) asal kata Hotel adalah Hostel yang diambil dari

bahasa Prancis Kuno yang memilki arti bahwa tempat atau

penampungan sementara bagi pendatang atau pengunjung

Apabila kita menghubungkan pengertian pelaku usaha dan pengertian
Hotel maka akan bisa ditarik sebuah kesimpulan mengenai pengertian
pelaku usaha Hotel adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan
kegiatan dalam kegiatan komersial untuk menyiapkan tempat atau pengganti
rumah sebagai rumah kedua dalam melakukan perjalanan.

2.2.4. Teori Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung Jawab pelaku usaha merupakan sebuah tanggung jawab
yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang akan diberikan kepada
konsumen sebagaimana tanggung jawab yang dimaksud disebutkan dalam
Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindugan Konsumen
sebagimana yang disebutkan dalam pasal 19 sampai dengan 28 yang secara
khusus mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha

a. Tanggung Jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,

pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi

16 Ibid diakses pada hari senin tanggal 28 oktober 2019 pukul 21.00 wit
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barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (Pasal 19
Ayat (1)

b. Tanggung Jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang
ditimbulkan iklan tersebut (Pasal 20)

c. Tanggung jawab sebagai pembuat barang (importir) dan/atau
penyedia jasa yang diimpor apabila importasi barang dan/atau jasa
tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan luar Negeri
( Pasal 29 ayat (1) dan (2)

d. Pelaku suaha 1 yang menjual produk kepada pelaku usaha 2,
berkewajiban memenuhi ganti rugi konsumen apabila produk yang
diperoleh dari pelaku usaha 2 (tidak merubahan produk) merugikan
konsumen (Pasal 24)

e. Pelaku usaha berkewajiban menyediakan suku cadang dan/atau
fasilitas purna jual apabila pemanfaatan barang lebih dari 1 tahun
(Pasal 25).

Sedangkan apabila kita melihat pandagan Abdul Kadir Muhammad
mengenai pelaku usaha yang adalah sebagai berikut:

“Tanggung Jawab adalah tanggung jawab yang harus di penuhi oleh

pengusaha apabila dalam meyelenggarakan kegiatanya pelaku usaha

melakukan kesalahan atau kalalain sehingga merugikan konsumen,”!’
2.3. Tinjauan Umum Konsumen

2.3.1. Pengertian Konsumen

17 Suryadi, 2007, Dikat Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Unsoed,
Purwokerto, hlm 43
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Pengertian mengenai konsumen apabila kita melihat dari segi bahasa
diambil dari kata Consumer yaitu bahsa Inggris Atau Amerika atau
Consument (Bahasa Belanda) namun Defenisi secara sederhanaya adalah
orang yang menggunakan barang. Sedangkan pengertian konsumen juga
didefenisikan pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 1 Angka 2

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan”

Pengertian diatas didefenisikan melalui regulasi yang mengatur
tentang perlindungan konsumen sedangkan pengertian konsumen yang
didefenisikan oleh Susanti Adi Nugroho terbagi atas tiga bagian dalam
pengertian yaitu:

1. Konsumen
setiap orang yang melakukan kegiatan untu mendapatkan
barang atau jasa pada kegiatan dalam bentuk usaha

2. Konsumen Antara
Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan cara
mendapatkan melalui produsen yang digunakan untuk
kebutuhan usaha atau komersial

3. Konsumen Akhir
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Setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa sebagaimana
untuk penggunaan pribadi bukan untuk kepentingan usaha atau

komersil'®

Sedangkan pengertian konsumen juga diungkapkan oleh Sidarta
sebagaimana bahwa konsumen tidak hanya diartikan sebatas individu
melainkan konsumen juga diartikan sebagai sesuatu kegiatan yang
dilakukan dengan cara jual beli dan pembeli sehingga pendapat ini

dikatakan sebagai pelaku konsumen.'’

Sidarta mengemukakan bahwa apabila kita ingin melihat pengertian

konsumen memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
Orang disini dikategorikan sebagai Subjek dari pada konsumen
yang menggunakan jasa atau barang

2. Pemakai
Yaitu adanya rumusan yang mengatur bahwa produk atau
barang dan jasa yang dugunakan tidak dengan cara serta merta
sebagai transaksi jual beli

3. Barang/jasa

8 Susanti Adi Nugroho, 2008, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum
Acara Serta Kendala Implementasinya, Kenaca Prenada Media Group, Jakarta, him 62

19 Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Gramedia Widiasarana
Indonesia, Jakarta, hlm. 60
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Adalah suatu produk yang dihasilkan dengan tujuan untuk
pemenuhuan kebutuhan konsumen yang digunakan untuk
diperdagangkan atau pemakain secara pribadi

4. Persediaan
Barang yang disediakan untuk ditawarkan kepada masyarakat
dipasaran

5. Untu kepentingan diri sendiri
Artinya produk yang dihasilkan tidak hanya diproduksi hanya
untuk diri sendiri melainkan untuk kegiatan usaha untuk
pemenuhan kebutuhan orang lain

2.3.2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan dari pada perlindugan konsumen secara harfiah adalah untuk
menjamin kepastian Hukum dalam perjanjian kontrak konsumen sebagai
landasan Hukum.

Sebelumnya Undang-Undang perlindungan Konsumen telah
menyebutkan bahwa tujuan dari pada konsumen untuk dilindugi hak-haknya
sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindugan Konsumen.

Pasal 3%

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian

konsumen untuk melindungi dirinya.

20Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindugan Konsumen Pasal 3
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b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari akses Negatif penggunaan barang
maupun jasa

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,
menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung
unsur kepastian Hukum dan keterbukaan informasi serta akses
untuk mendapatkan Informasi

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan Konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha

f. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

Pada pembentukan Undang-Undang selalu mengedepankan secara
khusus mengenai tujuan dari sebuah Undang-Undang sebagaimana yang
tampak pada pasal 3 UUPK sebagaiamana dalam pengelompokkan bahwa
tujuan dari pada perlindungan konsumen memilki kemiripan dari pada
tujuan dari pada Hukum itu berikut penjabaranya:!

Tujuan Hukum

Z1Shidarta, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, him 19
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1. Keadilian (Terdapat pada rumusan Poin (C) dan (E)
2. Kemanfaatan (Terdapat pada rumusan Poin (a) dan (b) juga
termasuk poin (C), (D) dan (F)
3. Kepastian Hukum (Terdapat pada rumusan Poin (D)
Namun apabila kita melihat tujuan dari pada perlindungan konsumen
sebenarnya diambil dari pada tujuan hukum sebagaimana mestinya
2.3.3. Hak Dan Kewajiban Konsumen
Secara umum setiap perlakuan yang dilakukan oleh konsumen
maupun pelaku usaha selalu mengedepankan tentang hak dan kewajiban
untuk mecapai sebuah aturan yang jelas dan kepastian Hukum yang jelas,
maka dari itu telah disebutkan bahwa hak dan kewajiban konsumen adalah
sebagai berikut:
1. Hak Konsumen
a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan
b. Hak untuk memilih serta mendapatkan barang dan jasa
sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan
c. Hak informasi adalah hak yang didapatkan dalam bentuk
informasi mengenai barang dan jasa
d. Hak untuk didengar yaitu hak yang digunakan untuk
mendapatkan keluhan dan masukan atas produk yang

dihasilkan
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Hak Advokasi yaitu hak yang dimiliki oleh konsumen
dalam bentuk Advokasi serta perlindungan dalam
penyelesaian sengketa konsumen

Hak pendidikan yaitu hak dalam bentuk pembinaan dan
pendidikan konsumen

Hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik serta pelayan
yang jujur

Hak ganti rugi yaitu hak yang dapat diberikan kepada
konsumen akibat adanya kesalahan atau kelalain yang
dilakukan produsen

Hak sebagaimana yang datur dalam Undang-Undang??

2. Sedangkan kewajiban apabila kita melihat kewajiban konsumen

dalam hal ini pengguna barang atau jasa terdapat pada pasal 5

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen yang menyatakan bahwa:

Pasal 5

1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi

keamanan dan keselamatan

2) Beritikad baik dalam melakukan transaski pembelian barang

dan/atau jasa

3) Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati

22 Ibid hlm 45
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4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan

konsumen secara patut

Menurut Sri Redjeki Hartono mengenai adanya sebuah hubungan

hukum dari satu pihak ke pihak lainya:*

1. Munculnya hak dan kewajiban kedua belah pihak
2. Sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan
3. Adanya peranan dari Negara

4. Adanya bentuk perlindugan yang diberikan oleh Negara mengenai

sengketa serta prosedur penyelesaian sengketa

23 Sri Redjeki Hartono, 2007, Hukum Ekonomi Indonesia Cet I1,Bayumedia Pubishing, Malang,

hlm 140



2.4.Kerangka Pikir

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindugan Konsumen

TANGGUNG JAWAB KELALAIAN PELAKU
USAHA JASA PERHOTELAN TERHADAP

26

KONSUMEN
Pertanggung Jawaban Akibat Faktor Yang Menyebabkan
Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Adanya Kelalaian Pelaku Usaha
Perhotelan Terhadap Konsumen Jasa Perhotelan Terhadap
1) Ganti rugi Konsumen
2) Tangung jawab akibat 1) Pemahaman konsumen
yang timbul atas iklan 2) Sarana dan prasarana
(tidak sesuai)
3) SDM ( pelayanan yng
tidak sesuai)

!

Terwujudnya Kepastian Hukum Tanggung
Jawab Pelaku Usaha Hotel
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2.4. Defenisi operational

1.

10.

Tanggung Jawab adalah bentuk perilaku seorang yang sealu berbuat
seseuai dengan apa yang dilakukanya

Kelalaian bentuk perilaku manusia yang tanpa sengaja merugikan orang
lain

Pelaku Usaha orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha

Jasa Perhotelan adalah bentuk pelayanan yang diberikan bagi orang yang
menggunakan jasa menginap disuatu tempat sebagai pengganti rumah
Konsumen adalah orang yang menggunakan barang atau jasa

Ganti Rugi adalah bentuk pertanggung jawaban dalam bentuk denda
berupa uang

Tangung Jawab Akibat Yang Timbul Atas Iklan adalah tanggung jawab
yang harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang dipromosikan sesuai
dengan iklan

Tanggung Jawab Dalam Bentuk Barang Dan Jasa adalah bentuk tanggung
jawab untuk mengganti barang atau jasa

Pemahaman Konsumen adalah pola pikir konsumen yang tidak sesuai
harapan dan keyataan

Sarana Dan Prasarana (Tidak Sesuai) adalah semua unsur yang terdapat

dalam fasilitas Hotel
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11.SDM ( pelayanan yng tidak sesuai) sebuah subjek atau orang yang

mejalankan pelayanan atau adminsitrasi dalam Hotel



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis
penelitian Empiris, jenis penelitian Empiris adalah jenis penelitian yang
turun langsung ke lokasi penelitian untuk melihat dan mengamati fakta-
fakta kejadian peristiwa Hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat,
jenis penelitian ini juga sering disebut dengan istilah penelitian (Non
Doktrinal) maksudnya dalah jenis penelitian yang bukan melihat dari segi
pendekatan hukunya namun penelitian yang melihat dari segi pendekatan
kasusnya.

Abdul Kadir Muhammad mengungkapkan bahwa penelitian Empiris
adalah jenis penelitian yang menggunakan pendekatan secara sosial yang
meneliti tentang perilaku sosial dan perilaku Hukum yang terjadi ditengah-

tengah masyarakat?*

sehingga penelitian ini akan mengkaji mengenai
Analsis Hukum Pertanggung Jawaban Kelalaian Pelaku Usaha Jasa

Perhotelan Terhadap Konsumen

3.2. Objek Penelitian

Mengenai objek penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu
mengenai Pertanggung Jawaban Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Perhotelan

Terhadap Konsumen dimana objeknya adalah pelaku usaha Hotel

24Abdul kadir muhamad.2004.Hukum dan penelitian hukum. Bandung: PT.Citraa ditya bakti, Hal .

101

29



30

3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis berdasarkan objek
penelitian yang diusulkan berada dijalan Padang, Kelurahan Tapa
Kecamatan Sipatana Atas Nama Hotel inisial (MT) yang dianggap sesuai
dengan judul penelitian, serta waktu penelitian yang akan ditempuh selama
4 (empat) bulan yang dimulai pada bulan Desember 2019 sampai dengan
bulan Mei tahun 2020
3.4. Populasi Dan Sampel
Populasi
Populasi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian
sebagaimana objek yang akan diteliti kedepanya, populasi disini dianggap
sebagai sumber informasi dan sumber data yang dapat memberikan semua
kebutuhan data atau informasi pada penelitian ini baik itu benda bergerak
dan tidak bergerak maupun segala sesuatu yang berada disekitar objek
penelitian (populasi yang dimaksud adalah semua unsur penyelenggara jasa
hotel TM) Inisial
Sampel
Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili
objek atau data serta informasi penelitian, sebagaimana sempel yang akan

diambil berupa



31

Sampel : 3 Orang Pengelolah Hotel
: 2 Orang Masyarakat

: 3 Orang Pengguna Hotel +

Jumlah : 8 orang sampel
3.5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
dua teknik :
1. Studi Kepustakaan
Yaitu Studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data
menggunakan Studi literatur kepustakaan maksudnya adalah dengan cara
mengumpulkan semua tulisan-tulisan karya ilmiah yang memilki
hubungan dengan objek penelitian seperti Kamus Hukum, Penelitian
Terdahulu, Jurnal Hukum
2. Studi Lapangan
Yaitu Studi yang dilakukan dengan cara datang langsung kelokasi
penelitian dengan cara mengambil data mengamati serta melakukan
wawancara secara langsung dengan sumber informasi
3.6. Teknik Pengolahan Data
1. Teknik Seleksi
Yaitu teknik dengan cara menyeleksi semua data dan informasi sehingga
dapat ditentukan informasi yang akurat sesuai dengan objek penelitian

2. Klasifikasi
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Yaitu teknik melakukan klasifikasi data dan informasi sesuai dengan
kelompok kegunaanya sehingga mempermudah peneliti untuk mendeteksi
secara cepat dan tepat data dan informasi
3. Penyusunan Data
Yaitu teknik seperti biasanya dengan cara menyusun data dan informasi
dalam bentuk tulisan karya Ilmiah sesuai dengan tatacara dan panduan
penulisan yang ditetapkan
3.7. Teknik Analisis Data
Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Analisis Data Secara Interpretasi yaitu mengumpulkan semua dan informasi
kemudian ditelaah dan diinterpretasikan dalam bentuk kata-kata atau

kalimat sehingga mudah untuk dipahami dan dikenali.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.Tinjauan Umum Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti berdasarkan objek penelitian
yang diusulkan berada Dijalan Padang, Kelurahan Tapa Kecamatan
Sipatana Atas Nama Hotel inisial (MT) yang dianggap sesuai dengan judul
penelitian, serta waktu penelitian yang akan ditempuh selama 4 (empat)
bulan yang dimulai pada bulan November sampai dengan bulan Desember

2019 - Mei 2020

Hotel (MT)

4.2.Pertanggung Jawaban Akibat Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Perhotelan
Terhadap Konsumen
4.2.1. Ganti Rugi
Berbicara mengenai ganti rugi akibat dari kesalahan yang dilakukan
oleh pengusaha perhotelan merupakan sesuatu yang wajib yang harus

dilakukan, Hak ganti rugi yaitu hak yang dapat diberikan kepada konsumen

33
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akibat adanya kesalahan atau kelalain yang dilakukan produsen karena hal
merupakan tanggung jawab yang mutlak harus dilakukan

Tanggung jawab pelaku usaha merupakan sebuah tanggung jawab
yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang akan diberikan kepada
konsumen sebagaimana tanggung jawab yang dimaksud disebutkan dalam
Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
sebagimana yang disebutkan dalam pasal 19 sampai dengan 28 yang secara
khusus mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha

a. Tanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi
barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (Pasal 19
Ayat (1))

b. Tanggung jawab atas Iklan yang diproduksi dan segala akibat yang
ditimbulkan iklan tersebut (Pasal 20)

c. Tanggung jawab sebagai pembuat barang (importir) dan/atau
penyedia jasa yang diimpor apabila importasi barang dan/atau jasa
tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan luar Negeri
( Pasal 29 ayat) (1) dan (2)

d. Pelaku usaha 1 yang menjual produk kepada pelaku usaha 2,
berkewajiban memenuhi ganti rugi konsumen apabila produk yang
diperoleh dari pelaku usaha 2 (tidak merubah bahan produk)

merugikan konsumen (Pasal 24)
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e. Pelaku usaha berkewajiban menyediakan suku cadang dan/atau
fasilitas purna jual apabila pemanfaatan barang lebih dari 1 tahun
(Pasal 25).
Sedangkan apabila kita melihat pandangan Abdul Kadir Muhammad
mengenai pelaku usaha yang adalah sebagai berikut:
“Tanggung jawab adalah tanggung jawab yang harus di penuhi oleh
pengusaha apabila dalam meyelenggarakan kegiatanya pelaku usaha
melakukan kesalahan atau kalalain sehingga merugikan konsumen,”?’
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama
meneliti telah ditemukan beberapa data langsung dari lapangan objek
penelitian berada Dijalan Padang, Kelurahan Tapa Kecematan Sipatana Atas
Nama Hotel inisial (MT) yang dianggap sesuai dengan judul penelitian
bahwa salah satu hotel yang berada dijalan padang, Kelurahan tapa
kecamatan Sipatana atas nama Hotel MT (inisial) paling sering
mendapatkan komplain dari pengguna jasanya dalam memberikan
pelayanan selama kurun 2 (dua) tahun terkahir ada sekitar 8 (delapan)
pengaduan atau alasan komplain namun alasan komplain bermacam-macam
sehingga ada beberapa hak konsumen yang dirasa tercederai yang tidak
sesuai dengan jiwa pelayanan yang baik. Adapun komplain yang ditemukan

adalah :

1. Air yang tidak memadai kotor atau tidak lancar

5 Suryadi, 2007, Dikat Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Unsoed,
Purwokerto, hlm 43
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2. Ac yang tidak dingin

3. Tidak adanya informasi yang akurat mengenai daya tarif wisata

4. Adanya pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan

5. Perlindugan hak pribadi atau barang pribadi

Tentunya kejadian diatas semua hak konsumen harus dilindungi sesuai
apa yang telah dijanjikan kepada konsumen mengenai penggunaan Hotel
karena konsumen dilindungi dari segi Undang-Undang No 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen sebagimana yang disebutkan dalam pasal
19 sampai dengan pasal 28 yang secara khusus mengatur mengenai

tanggung jawab pelaku usaha

“Tanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran,
dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa

yang dihasilkan atau diperdagangkan (Pasal 19 Ayat (1)”

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilokasi pada
hari Selasa tanggal 7 April 2020 bahwa seorang Ibu tamu Hotel telah

kehilangan salah satu barang di kamarnya berupa satu buah Hand Pone

“hotel kami pernah melakukan ganti rugi kepada konsumen, karena
konsumen keberatan dengan Perlindungan hak pribadi atau barang
pribadi, yang mana salah satu klinig servis kami melakukan

pembersihan dikamar konsumen dan melakukan kesalahan tanpa
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disengaja dan konsumen komplain, mau tidak mau pihak hotel harus

ganti rugi

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

sebagimana yang disebutkan dalam pasal 19 sampai dengan 28 yang secara

khusus mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha

“Tanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran,

dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa

yang dihasilkan atau diperdagangkan (Pasal 19 Ayat (1)”

Sebagaimana Kewajiban Pelaku UsahaUndang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen pasal 6 dan 7 tentang hak dan kewajiban

pelaku usaha

b)

d)

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
serta memberi penjelasan penggunanaan, perbaikan dan
pemeliharaan.

Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar
dan jujur serta tidak diskriminatif

Memberi  kesempatan kepada konsumen untuk
menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa
tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas

barang yang dibuat dan/atau yang dperdagangkan.
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e) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian
atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan
pemantfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan.

f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian
apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau
dimanfaatkan tidak seseuai dengan perjanjian.

Berdasarkan analisa penulis mengenai ganti rugi yang dilakukan oleh
pihak hotel sudah sepatutnya harus dilakukan apabila merugikan pihak
konsumen, namun dalam hal ini semua hotel harus mengikuti dan berhati-
hati dalam memebrikan pelayanan kepada konsumen agar tidak terjadi lagi
ganti rugi

4.2.2. Tangung Jawab Akibat Yang Timbul Atas Iklan

Apabila kita merujuk mengenai pertanggung jawaban yang
diungkapkan oleh Titik triwulan ditinjau dalam Hukum Perdata bahwa
pertanggung jawaban sebenarnya dikenal dengan dua macam dalam Hukum
Perdata yaitu yang pertama adalah “resiko” dan yang kedua adalah
“kesalahan”?¢
Apabila kita mencermati pendapat dari titik triwulan bahwa awal dari

pertanggung jawaban adalah adanya sebuah kesalahan yang akan
melahirkan sebuah resiko sebagaimana apa yang diperjanjikan sehingga

adanya resiko yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak sebagai bentuk

26 Ibid 49
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tanggung jawab, sedangkan adanya sebuah tanggung jawab tanpa adanya
sebuah kesalahan biasanya disebut dengan resiko yang mana resiko
pertanggung jawaban akan muncul apabila sebuah adanya kesalahan yang
muncul yang diakibatkan oleh orang lain atau sebuah sistem yang diberikan
pertanggung jawabanya kepada orang lain.

Mengenai iklan yang diberikan pihak hotel (MT) sudah sangat sesuai
dengan apa yang diperjanjikan namun, kadangkala Pihak Hotel
mendapatkan pelayanan yang tidak diinginkan yang tidak hanya muncul
dari kesalahan pihak Hotel seperti

Wawancara pada hari Rabu tanggal 8 april 2020 .seorang Bapak
mengkomplain bawah Airnya tidak lancar dan Kotor

hasil wawancara yang dilakukan bahwa kami menjamin kebersihan
penggunaan air bersih dihotel, karena sistem aliran air yang digunakan
oleh hotel berasal dari air Perusahaan Air Milik daerah (PDAM) yang
mana air yang dialirkan ke hotel keruh pada saat itu, dan pihak
konsumen keberatan karena airnya kotor, sehingga kami melakukan
pertanggung jawaban yang harus sesuai dengan iklan yang kami
pasang bahwa air yang digunakan adalah air yang layak untuk mandi

Meskipun hal ini adalah hal yang dianggap sepele namun pihak Hotel
harus bertanggung jawab karena iklan yang diberikan kepada konsumen
harus sesuai apalagi hak-hak konsumen sangat dilindungi oleh Undang-
Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagiman
yang disebutkan dalam pasal 19 sampai dengan 28 yang secara khusus
mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha

“Tanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang

ditimbulkan iklan tersebut (Pasal 20)”
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Sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Syukni Tumi Pengatar

dalam tulisanya pada sebuah artikel mengungkapkan bahwa:

Contractual Liability (Pertanggung Jawaban Kontraktual)

Yaitu adanya bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku
usaha kepada konsumen yang diakibatkan adanya kerugian yang
dialami konsumen baik itu bersifat jasa maupun barang namun
pada dasarnya Contractual liability adalah kontrak yang secara
langsung dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen

. Product Liability

Yaitu adanya bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan secara
Perdata secara langsung oleh pelaku usaha yang diakibatkan
adanya kerugian akibat produk yang dihasilkan produsen, bentuk
pertanggung jawaban ini tidak diperlukan kontrak atau perjanjian
namun melainkan pelaku usaha dapat bertanggung jawab akibat
produk yang dihasilkan dapat merugikan konsumen.

Criminal Liability

yaitu pertanggung jawaban Pidana pelaku usaha kepada Negara
yang diakibatkan oleh adanya kerusakan baik kerusakan

lingkungan, pencemaran udara dsb.?’

2THttps://Mediakonsumen.Com/2018/04/17/Wawasan/Apa-Saja-Bentuk-Bentuk-

Pertanggungjawaban-Pelaku-Usaha-Terhadap-Konsumen-Ini-Jawabannya Diakses Pada Tanggal

31 Oktober 2019 Jam 10,35 Wit
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4.3. Faktor Yang Menyebabkan Adanya Kelalaian Pelaku Usaha Jasa
Perhotelan Terhadap Konsumen
4.3.1.Pemahaman Konsumen
Pengertian mengenai konsumen apabila kita melihat dari segi bahasa
diambil dari kata Comnsumer yaitu bahasa Inggris Atau Amerika atau
Consument (Bahasa Belanda) namun Defenisi secara sederhanaya adalah
orang yang menggunakan barang. Sedangkan pengertian konsumen juga
didefenisikan pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen
Pasal 1 Angka 2
“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

diperdagangkan”

Pengertian diatas didefenisikan melalui regulasi yang mengatur

tentang perlindugan konsumen

Namun dalam hal konsumen Secara umum setiap perlakuan yang
dilakukan oleh konsumen maupun pelaku usaha selalu mengedepankan
tentang hak dan kewajiban untuk mencapai sebuah aturan yang jelas dan
kepastian Hukum yang jelas, maka dari itu telah disebutkan bahwa hak dan

kewajiban konsumen adalah sebagai berikut
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1. Hak Konsumen

1.

Hak atas kenyamanan dan keselamatan

Hak untuk memilih serta mendapatkan barang dan jasa
sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan

Hak informasi adalah hak yang didapatkan dalam bentuk
informasi mengenai barang dan jasa

Hak untuk didengar yaitu hak yang digunakan untuk
mendapatkan keluhan dan masukan atas produk yang
dihasilkan

Hak Advokasi yaitu hak yang dimiliki oleh konsumen
dalam bentuk Advokasi serta perlindungan dalam
penyelesaian sengketa Konsumen

Hak Pendidikan yaitu hak dalam bentuk pembinaan dan
pendidikan konsumen

Hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik serta
pelayanan yang jujur

Hak ganti rugi yaitu hak yang dapat diberikan kepada
konsumen akibat adanya kesalahan atau kelalain yang
dilakukan produsen

Hak sebagaimana yang datur dalam undang-undang?®

2. Sedangkan kewajiban apabila kita melihat kewajiban konsumen

dalam hal ini pengguna barang atau jasa terdapat pada pasal 5

28 Ibid hlm 45
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Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindugan Konsumen
yang menyatakan bahwa:
Pasal 5
1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi
keamanan dan keselamatan
2) Beritikad baik dalam melakukan transaski pembelian barang
dan/atau jasa
3) Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati
4) Mengikuti upaya penyelesaian Hukum sengketa perlindungan

konsumen secara patuh

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dilapangan bahwa
kejadian mengenai pemahaman konsumen sangat jarang terjadi, namun hal
ini tidak bisah disepelekan karena setiap konsumen harus mendapatkan

pemahaman yang tepat sebelum menggunakan jasa Hotel

Hasil wawancara dengan bapak........ kamis 9 April 2020

Salah satu kejadian yang pernah terjadi dihotel (MT) bahwa
konsumen datang pada pukul 23.00 malam dan melakukan cek in,
pada saat itu konsumen terburu-buru dan tidak mendapatkan
pemberitahuan mengenai fasilitas yang ada sehingga, tiba pada saat
pagi konsumen komplain karena tidak adanya penyediaan sarapan
pagi oleh pihak hotel, dan mengadu reseptionis sehingga konsumen
Cek Out pada jam 10.00 pagi

Tentunya kejadian diatas merupakan salah satu faktor sehingga

Menyebabkan Adanya Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Perhotelan Terhadap
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Konsumen disatu sisi pihak konsumen yang terburu-buru disatu sisi pihak

karyawan hotel juga lalai dalam proses administrasi yang ada

Apabila kita Merujuk pada teori yang diungkapkan oleh Bambang

Sujatno mengenai munculnya sebuah keluhan atas pelayanan tamu yaitu:
1. Hal-Hal Yang Bersifat Teknis

Yaitu adanya sesuatu yang tidak ssuai atau terjadi kerusakan seperti

Air, Radio,Komputer,Video, Kunci kamar, Penerangan dan Ac.
2. Pelayanan

Apabila kita mendengar kata pelayanan berarti adanya sebuah
service yang diberikan harus cepat tepat dan sesuai dengan apa
yang diperjanjikan, namun kadang biasanya pelayan ini kurang
maksimal seperti tamu harus menuggu lama, kamar yang kurang

bersih, dan lainya

3. Sikap Pegawai

Yaitu sikap yang ditunjukkan pegawai yang menunjukkan kurang
sopan atau kurang ramah, serta membeda-bedakan tamu yang satu

dan tamu yang lainya

4. Adanya Hal Yang Tidak Biasanya
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Seperti adanya kesulitan dalam mengakses kenderaan serta

keamanan hotel yang tidak memadai

4.3.2.Sarana Dan Prasarana (Tidak Sesuai)

Sebelum kita jauh membahas mengenai pengertian sarana dan

prasarana terdahulu kita harus memaknai pengertian Hotel Pengertian

Hotel Menurut Paspostel No KM 94/HK103/MPPT 3¢

“Keputusan Menteri Paspostel, Hotel merupakan sebuah akomodasi

yang memanfaatkan sebagian ataupun seluruh bagiannya sebagai

layanan jasa penginapan, layanan penyedia makanan dan minuman,

serta berbagai macam jasa lainnya untuk masyarakat umum yang

dikelola dengan cara komersial (bertujuan mencari keuntungan)”

Endar Sri 3!

Memberikan Defenisi bahwa Hotel adalah

“Bangunan yang sengaja didirikan untuk diperuntukan secara

komersil serta menyediakan fasilitas menginap untuk masyarakat,

pengunjung Wisatawan dengan adanya rincian

S€cara umum

mengenai penggunaan jasa serat barang fasilitas didalam Hotel

Mengenai sarana dan prasarana yang ditawarkan oleh Hotel (MT)

tergolong sudah sangat memadai seperti

No | sarana prasarana Memadai
1 | 30 kamar Ac, lemari, air, tempat | Sangat memadai
tidur, meja kerja, TV

2 Bambang Sujatno, 2006, Hotel Courtesy, Yogyakarta, Andi Yogyakarta, Halaman 118-119
3https://pengertiandefinisi.com/pengertian-hotel-dan-karakteristiknya/ diakses pada hari senin

tanggal 28 oktober 2019 pukul 21.00 wit

31 Tbid
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2 34 kamar toilet peralatan mandi Sangat memadai

3 1 ruang receptionis | Ruang Admnistrasi Sangat memadai

4 2 ruangan OB dan | Ruang istirahat dan Sangat memadai
satpam bersih

5 I ruang Aula Speaker, meja, kursi, | Sangat memadai
dan ac

Sumber: hotel (MT)

Data yang disajikan diatas memberikan keterangan bahwa terdapat 30
buah kamar hotel yang dilengkapi dengan Ac, lemari, air, tempat tidur, meja
kerja tiap-tiap kamar, serta setiap kamar memilki kamar toilet tersendiri dan
terdapat toilet darurat diluar ruangan kamar, adapaun dalam proses
administrasi terdapat 1 ruangan receptionis yang digunakan untuk
menyampaikan semua keluhan dan permintaan, adapun mengenai keamanan
ada 2 ruang khusus yang digunakan oleh OB serta Satpam dan ada juga
ruang khusus pertemuan rapat terbatas yang disiapkan dengan semua
peralatan yang memadai serta ditunjang dengan fasilitas Wifi selama 24 Jam

Apabila kita melihat fasilitas yang ditawarkan oleh pihak Hotel
tentunya sudah sangat dianggap memadai untuk pelayanan, namun ada saja
resiko yang muncul dan pihak Hotel harus bertanggung jawab untuk
menyelesaikanya seperti

1. Terkadang pengunjung menginginkan hal yang lebih dalam
bentuk prasarana seperti penyediaan ruang merokok karena
kamar yang disediakan pihak hotel tidak diperkenankan untuk
merokok didalam kamar hal ini sudah mendapatkan beberapa

kali komplain
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2. Penyediaan tempat parkir yang luas sedangkan pihak hotel
memilki lahan parkir yang sempit
3. Penyediaan layanan antar jemput Bandara sedangkan Pihak

Hotel tidak memberikan pelayanan hal tersebut>?

Apabila kita melihat sarana dan prasarana diatas tentunya sebagai
penyedia layanan Hotel menganggap sudah sangat memadai namun
konsumen kadang berkata lain, sehingga pihak Hotel harus mengenalkan
Opsi lain dalam memberikan pelayanan prima, mengenai hak konsumen
yang sudah diberikan oleh pihak Hotel harus sesuai dengan SOP yang
diterapkan oleh Pihak Hotel namun dalam pelayanan tersebut kadang

mendapatkan sesuatu yang tidak dapat diduga dalam pelayananya

Salah satu kejadian yang pernah terjadi mengenai pelayan prasarana
bahwa tamu Hotel menginginkan Pelayanan berupa kenderaan yang akan
mengantar ke berbagai destinasi, sehingga pihak hotel bekerjasama sama
dengan penyedia jasa kenderaan, namun hal yang tidak diinginkan terjadi
karena kendaraan yang digunakan rusa ditengah jalan dan Konsumen Pun
Komplain karna menganggap kenderaan yang disiapkan tidak memadai dan
melakukan komplain ganti rugi kepihak hotel sedangkan penyedia layanan

kenderaan bukan pihak hotel melainkan pihak penyedia jasa kendaraan.

Menurut analisa penulis mengenai sarana dan prasarana dan
dihubungkan dengan perlindungan konsumen, bahwa dalam beberapa

kejadian diatas tentunya pihak konsumen dan pihak hotel merasa benar

32 Hasil wawancara pada 10 april 2020 di hotel (MT)
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karena telah menyiapkan sarana yang memadai, sehingga dalam pemberian
layanan yang baik sebaikanya Pihak Hotel harus memperlihatkan SOP
(Standar Operational Hotel) tersendiri sehingga apabila dikomplain dan
Pihak Hotel sudah bekerja sesuai dengan SOP maka dianggap tidak ada

masalah

4.3.3.SDM ( Pelayanan Yang Tidak Sesuai)

Berbicara mengenai Sumber Daya Manusia (SDM tentunya kita akan
membahas mengenai sistem pelayanan yang akan diberikan oleh pihak
perhotelan ke konsumen berdasarkan teori yang di kemukakan oleh Abdul
Kadir Muhammad juga memberikan pendapat atau sebuah teori mengenai
pertanggung jawaban muncul pada sebuah peristiwa Hukum atau yang
melanggar Hukum (7ort Liability)teori yang memilki hubungan dengan
sistem pelayanan konsumen yang memadai mengungkapkan bahwa yang
dimaksud adalah :

1. Adanya bentuk pertanggung jawaban yang melanggar Hukum
akibat dari kesengajaan. (International Tort Liability) bahwa
adanya perbuatan yang dianggap merugikan pihak penggugat
sehingga terrgugat dianggap tidak memenuhi apa yang
diperjanjikan serta mengakibatkan kerugian.

2. Adanya bentuk pertanggung jawaban yang melanggar Hukum

akibat dari kalalaian (Negligence Tort Liability) bentuk

pertanggung jawaban ini didasarkan pada konsep sebuah kesalahan
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yang dilakukan oleh seseorang tanpa sengaja yang memilki

hubungan antara moral dan Hukum yang menyatu.

3. Adanya tanggung jawab yang mutlak dan harus dipertanggung
jawabkan tanpa melihat sebuah kesalahan ( stirck liability)
perbuatan ini didasarkan pada perilaku yang disengaja maupun
tidak disengaja dia harus bertanggung jawab atas kerugian yang
timbul. >’

Namun tidak hanya dilihat dari segi teori juga terdapat beberapa
aturan yang mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab pelayanan
yang tidak sesuai sebagaimana Undang-Undang perlindungan konsumen
telah menyebutkan bahwa tujuan dari pada konsumen untuk diindugi hak-
haknya sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 3%*

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian
konsumen untuk melindungi dirinya.

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari akses negatif penggunaan barang
maupun jasa

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,

menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen

33 Abdulkadir Muhammad, 2010Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, , Him. 503
34Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindugan Konsumen Pasal 3
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Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung
unsur kepastian Hukum dan keterbukaan informasi serta akses
untuk mendapatkan informasi

Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan

bertanggung jawab dalam berusaha

Adanya teori yang diungkapkan diatas beserta penjabaran yang aturan

yang tertuang dalam undang-undang perlindungan konsumen memang

secara khsusus telah diatur mengenai Hak-hak pelayanan yang memadai

yang harus didapatkan oleh konsumen dari pihak hotel sehingga tercapainya

kesepakatan dan perlindugan yang baik

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilki hotel bagaimana

Kriteria Karyawan yg bisa di terima sebagai Karyawan Hotel bahwa

Hampir semua karyawan yang bekerja harus mengikuti aturan yang

ada pada hotel seperti

1.

2.

Menjemput tamu

Melakukan pelayanan yang prima dan ramah

Selalu menjaga dan bersifat jujur terhadap konsumen
Mengedepankan transparansi sistem administrasi yang ada
Rajin beribadah dan taat serta mengedepankan kebersihan diri

dan hotel

Ini lima wajib pokok perilaku yang harus dimilki oleh karyawan (MT)

sehingga Hotel akan meberikan pelayanan yang baik bagi semua konsumen.
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Salah satu kejadian yang pernah dan diadukan oleh pihak hotel bahwa
terjadinya pelayanan yang dianggap kurang baik, oleh karyawan merupakan
sebuah pelanggaran yang harus diperbaiki, tentunya apabila dihubungkan
dengan teori dan Undang-Undang perlindungan konsumen yang
mengatakan bahwa

“Adanya tanggung jawab yang mutlak dan harus dipertanggung
jawabkan tanpa melihat sebuah kesalahan ( stirck liability) perbuatan ini
didasarkan pada perilaku yang disengaja maupun tidak disengaja dia harus
bertanggung jawab atas kerugian yang timbul”*>

serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen ‘“Mengangkat Harkat dan Martabat Konsumen
dengan cara menghindarkannya dari akses Negatif penggunaan barang

maupun jasa”

35 Abdulkadir Muhammad, 2010Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, , Him. 503
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PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1.

Pertanggung Jawaban Akibat Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Perhotelan
Terhadap Konsumen Adalah Yang Pertama Berupa Ganti rugi mengenai
akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pengusaha perhotelan
merupakan sesuatu yang wajib yang harus dilakukan, Hak ganti rugi yaitu
hak yang dapat diberikan kepada konsumen akibat adanya kesalahan atau
kelalaian yang dilakukan produsen karena hal merupakan tanggung jawab
yang mutlak harus dilakukan serta Tangung jawab akibat yang timbul atas
iklan Mengenai iklan yang diberikan pihak hotel (MT) sudah sangat sesuai
dengan apa yang diperjanjikan namun, kadangkala Pihak Hotel
mendapatkan pelayanan yang tidak diinginkan yang tidak hanya muncul
dari kesalahan pihak Hotel

Faktor Yang Menyebabkan Adanya Kelalaian Pelaku Usaha Jasa
Perhotelan Terhadap Konsumen adalah Pemahaman konsumen yang
kadang kurang memahami sistem pelayanan dan Sarana dan prasarana
yang dianggap (tidak sesuai) pada hal pihak Hotel menyediakan sesuai apa
yang ditawarkan serta sistem SDM ( pelayanan yang dianggap tidak

sesuai)

52
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5.2.SARAN

1. Tanggung Jawaban Akibat Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Perhotelan
Terhadap Konsumen seharusnya diatur dalam bentuk SOP yang
digunakan didalam Hotel serta dalam hal perlindungan konsumen
pihak Hotel harus menyediakan sistem yang mengedepankan
keinginan Konsumen

2. mengenai hal yang dapat merugikan konsumen seharusnya pihak
penyedia Hotel serta pemerintah Daerah memiliki regulasi atau

aturan Hukum yang mengatur pelayanan Publik yang ada
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